
1. Undang Undang Nomor 16 Tohun 1950 tentong 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalarn 
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 

2. Undang-Undan~ Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5587); 

Mcngingat 

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka 
pcrlu mcmbcntuk Pcraturan Walikota Semarang tcntarig Pusat 
Inlormaal Pu blik. 

c. bahwa da1am mcndukung pcngclolaan pclayanan informasi 
dan dokumentasi yang merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan masyarakat informasi, maka dipandang perlu 
menetapkan Pusat Informasi Pubtik; 

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut huruf a, dan dalam 
rangka mcndukung kctcrbukaan informasi publik, maka untuk 
pentngkatan pelayannn pu hlil< dnlam mendapatkan Informnst 
dan dokumentasi serta tempat pengaduan pelayanan publik 
tentang Kota Semarang dipandang perlu memusatkan 
pengelolaan infonnasi dan dokumentasi serta pelayanan 
pengaduan dalam satu tempat agar dapat diakscs masyarakat 
dengan rnudah; 

a. bahwa sehubungan dengan era globalisasi maka informasi 
rnerupakan kebutuhan pokok rnasyarakat, sehingga 
Pernerintah Kuta Semarang harus · rnarnpu mernberikan 
pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan 
masyarakat; 

Menimbang 

WALTK01'A SEMARANG, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA gsA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 41 T'1 ;.: .:J .?<J ti1 

TENT ANG 

PUSAT INFORMASI PUOLIK 
KOTA SEMARANG 

WAl1IKO'"fA SEMARA.NG 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Inforrnasi publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 82 luhun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
N omor 5348); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tah un 1 ()(}2 tentang 
Pcmbentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Dacrah Tingkat 11 Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri1 .Iepara dan Kendal serta Penataan Kecarnatan 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengan (Lembaran 
Negara RP.puh1ik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89t 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
3037); 

7. Pernturnn Pernerlntnh Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingka.t II Semarung 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 3079); 

fi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan 
Publik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nornor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informaxi Puhlik [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmcrintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'I'ahun '.2004 Nomor 1257 Tamb~1.:1J1 Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman» 
ldtt.h rJiuuah bt:".bet'ftp~L kall, ternkhir dengan Undnng 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nornor 11 'rahun 2008 tentang lnformasi 
don 'I'runsaksi E1ektronik (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 



Dalam Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemcrintahan daeran. 
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaria 1. Daerah Kota 

Semarang. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

P~sal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENT.ANO PUSAT TNFORMASI 
PUDLIK KOTA 8RMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 ten tang 
Standar Pelayanan lnformasi Publik [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

16. Peraturan WHlikota Semarang Nornor 26 tahun 20 '12 
ten tag pedoman pengelolaan ln formasl dan Dokumcntasi 
di Llngkungan Pemerintah Kot.a Semarang [Berita Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26); 

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor l:1/KEP/M . .1:'AN/2003 teniang Pedoman Umum 
Pcrkantoran Elektronlk Llngkup Internet dl Lingkungan 
Instansi Pcrnerintah. 

14. Peraturan Mente!'! Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 
ten tang S1stem Informasi Pcmbangunan Daerah [Bcrita 
Negara ~epublik Indonesia Tahun 2014 Nornor 115); 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 
10 /PERI K, Korninlo / 07 / :lU l O ten tang Pedoman 
Pengelolaan lnformasi dan dokurnentasi di Lingkungan 
kcmcnterian Komunikasi dan Informatika [Berita Negara 
Republik Jndunr.f.i:l Tahun 2010 Nomor 245); 

13. Peraluran Mcnteri Pendayagunaan Aparstur Negara clan 
Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan. (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 649); 

11. Peraturan Menterf Dalam Negeri Nu 35 tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaa n Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah (ReritA NP.p;:3ra Republik 
lntifmcHiH 'l'ahuu 2010 Nora,or ~4~); 



PIP bcrtujuan unl.uk : 
I, Menampilkan dan mempubllkasikan informasl dan 

dokumentasi melalui Teknologi, Intormasi dart 
Komunikasi. 

2. Sebagai bentuk kontribusi dan kcpcdulian 
Pemerintah Daerah dalam mewuiudkan pelayanan publik 
hcrbasis TIK. 

3. Akutturasi dan pencordasan wuwasan melalui TIK 
kcpada masyarakat, baik lokal ataupun nasional serta 
Internasional, 

4. Perwujudan scntralisasi informasi dan 
dokumentasi serta pengaduan masyarakat di daerah. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal J 

PIP dimaksudkan sebagi terobosan agar mampu memberikan 
pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan 
masyarakat serta mendukung keterbukaan lnformasi publik 
di Kot.n Semarang. 

RAH 11 
MAK8UD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatn 
Maksud 
Pasal 2 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu Walikotu dnlam 
penyelenggarnan pcmerintahan daerah yang terdiri dari 
Sekretaria I. Dacrah, Sekretnriot DP-wan Pcrwakilan Rf~kyut 
Duerah, Dinas Daerah, Lembaga Tcknis Daernh, Lembaga 
LRin, Kecamatan dan Kclurahan. 

6. Pusat Informasi Publik yang sclanjutnya disingkat PIP 
adalah tempat pelayanan iuform.;:Jsi, dokumentasi dan 
pengaduan pclayanan puhlik Pemerlntah Kota 8f:':ms.iri:tng. 

7. T,.;kriolc-,gi Informnsi dan Komuriika~I yang selanjutny» 
disingkat TIK adalah scgala kegiatan yang terkait dengan 
pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan 
informasi antar media. 

8. Pelayanan informasi, dokumcntasi dan pengaduan adalah 
kegiatan penyediaan informasl dan dokurnentasl, scrta 
tr:111r,At pcngaduan pelnyannn publik Pemcrlntah Kota 
Semarang. 

fJ. Pengclola informasi, dokumentasi dan pengaduan 
pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pengelola 
adalah pcjabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan 
untuk mcngelola pelayanan informasi, pelayanan 
dokurnentasi dan pelayanan pengaduan pada 
penyclenggaraan pelayanan public Pernerlntah Kota 
Semarang. 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 5, PIP mempunyai fungsi: 
a, Pcnyelenggaruun pelayanan segala bentuk lnformasi y~ng 

dtbutuh kan masyurakat; 
b. Penyelenggaraan pelayanan dokumcn yang dibutuhkan 

publik; 
c. Pusat pengaduan pelayanan publik; 
d, Pengelolaan bank data Kota Semnrnng; 
e. Penyclcnggaraan Pusal Pembelajaran TIK atau 

laboratorium komputcr; 
f. Pengendali teknologi, informasi dan komunikasl; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

PIP mempunyai tugas mernberikan informasi atau 
dokumentasi kepada masyarakat, serta mengkoordinasikan, 
mengklarifikasikan dan mengendalikan pcngaduan pelayanan 
publik. 

Bagi an Ked ua 
Tugas dan Fungai 

Pasal 5 

( 1) PIP adalah Icmbaga yang rncmbantu Walikotu dalam 
menyedlakun informasi dan dokumentasi ~er·tA 
mengkoorrtinasikan, mengklariflkasikan dan 
mengendalikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. 

(2) PIP dipimpin olch Asisten Administrasi, Jnformasi dan 
Kerjas;1ma Sekretaris Dacrah yang berkcdudukan 
dibawah dan bertanggu ng jawab kepada wallkota melalui 
Sekretaris Daerah. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pa~."'tl 4 



pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 

Bagian Keempat 
Ketua 

Pasal 10 

Penanggungiawab rnempuriyai tugas pokok mcngawasi dan 
mcngcndallkan pengelolaan PIP. 

Dagian. KeUga 
Penanggungjawab 

Pasal 9 

Pengarah mempunyai tugas pokok membina dan 
mengarahkan pcngc lolaan PIP. 

Bagian Ked ua 
Pcn[!arah 
Pasal 8 

Susunan Organtsasi PIP, terdlri dari: 
a. Pengarah; 
b. Pcnanggungjawab; 
c, Kctua: 
d. Wakil ketua I 
e. Wakil Ketua II 
f. Wakil Ketua Ill 
g. Sckretaris 
h, Koordinator Opcrasional 
i. I 1<:ngdola Rcgulaai 
j. Pengelolu Pengaduun 
k. Pengelola Dokurnentasi 
l. Pcngclola Sarana dan I 1raaarana 
m, Pengelola Kerjasama 
11. Pengelola Teknulogi Informasi dan Koniunikasi 
o. Pengelola keamonan 
p. Anggota 
q, Staf Administrasi 
r. Staf Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 
s. Staf Keamanan. 

J::.iAH IV 
OROANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Org:.:.ni~a~i 

Pasal 7 

memimpin, 
mengevaluasi 

pokok 
dan 

tu gas 
monitoring 

Ket.ua mcmpunyai 
mengkoordinasikan, 



Staf rncmpunval tugas p,-,kok mendn ku ng opernsional harian 
pengelolaan PIP sesuai bidang tugasnya .. 

Bagian Kesepuluh 
Staf 

Pasal 16 

Auggota mcmpunyai tugas membantu pengetoia dalam 
mcugopcraelonalkan kegiatan sr:suni bidang tugasnya, 

R~gl~n kcscmbnen 
Anggota 
Pusul 15 

Pengelola mempunyai tugas pokok mengoperasinnA lkan 
kegiatan sesuai bidang tugnsnyn. 

.l::.i3,J'Zian Kedelapan 
1>cngclola 
Pasal 14 

Bagian Ketujuh 
Koordinator Opcrasional 

Pa~.m.l 1.3 
Koordinator Operasional mempunyai tugas pokok 
mernfaxilitasi dnn Zatau mensinergikan pelaksanaan tugas dan 
fungsi scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 8 . 

Sc:kn:l:.1.rLs mempunyai rugas pokok merencanakan. 
mensinkronisasi, mengkonfirmasikan pclaksanaan tugas dan 
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

Bagian Keenan) 
Sekretaris 
Pasal 12 

Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu Ketua untuk 
memimpin, mengkoordinasikan, monitoring dsm m~ng~vHluHsi 
pclaksanaan tugas dan fungsi sc bagaimana dimaksud dalam 
Paaal 8. 

Bagiarr Kelirna 
Wakil Ketua 

Pasal 11 

' I 



Nomor 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SEMARANG 

~ 
AOITRTTTANANTO 

Derita Daerah Kula Semarang Tahun 

HENDRAR PRIIIADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 
WALIK"...,....,.~.n 

BABV 
KRTRNTlJAN PRNlJTlJP 

Fasal 17 

I'craturan W ulikotu mi mului herluku sejok tunggal 
tlitlllti~1~J:.i.~. 
Agar setiap orang rnengetahuinyu, memerintuhkan 
pcngundangan Pct'aturan Walikota Inl dengan penerr1patannya 
dalam Berita Daerah Kata Semarang. 

' I 


